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ABSTRAK

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera)

Oleh

Dhiyaa Ronaa Khoirunnisa

Kinerja keuangan daerah yang baik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan
pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat ditingkatkan melalui kinerja
keuangan daerah yang dicerminkan melalui belanja modal. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja modal pada Kabupaten/Kota di
Pulau Sumatera tahun 2014-2016. Pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan
dengan menghitung rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio belanja rutin,
dan rasio ruang fiskal. Teknik penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan
Keuangan (DJPK) dengan 462 sampel dengan menggunakan software SPSS 22.
Hasil penelitian menunjukan rasio kemandirian berpengaruh secara signifikan
dengan arah negatif terhadap belanja modal. Rasio ketergantungan berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Rasio belanja rutin dan rasio
ruang fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah
positif. Sedangkan pengaruh tidak langsung antara kinerja keuangan yang diukur
melalui rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio belanja rutin, dan rasio
ruang fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM melalui belanja
modal. Hal ini menunjukan bahwa belanja modal dalam penelitian ini belum
mampu memediasi pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap IPM. Implikasi
praktis dari penelitian ini sebagai pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengalokasikan belanja
modal sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Kata kunci: Kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio ketergantungan,
rasio belanja rutin, rasio ruang fiskal, belanja modal, dan IPM.






ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ON HUMAN
DEVELOPMENT INDEX AND CAPITAL EXPENDITURES AS
INTERVENING VARIABLE
(Study At Regency/City Of Sumatera)

By

Dhiyaa Ronaa Khoirunnisa

A good regional financial performance can be a benchmark for the success of
human development. Human development can be improved through regional
financial performance reflected through capital expenditure. This study aims to
determine the effect of regional financial performance on the Human
Development Index (HDI) through capital expenditure in Regencies/ ities in
Sumatera in 2014-2016. Measurement of regional financial performance is done
by calculating the independence ratio, dependency ratio, routine expenditure
ratio, and fiscal space ratio. This research technique uses quantitative methods
with secondary data obtained from the Directorate General of Financial Balance
(DJPK) with 462 samples using SPSS 22 software. The results show that the
independence ratio has a significant effect on the negative direction of capital
expenditure. The dependency ratio has a positive and insignificant effect on
capital expenditure. The ratio of routine spending and the ratio of fiscal space
have a significant effect on capital expenditure in a positive direction. While the
indirect effect between financial performance as measured by the independence
ratio, dependency ratio, routine expenditure ratio, and fiscal space ratio does not
have a significant influence on the HDI through capital expenditure. This
indicates that capital expenditure in this study has not been able to mediate the
influence of regional financial performance on the HDI. The practical
implications of this research are the consideration for local governments in
increasing Regional Original Revenue (PAD) and allocating capital expenditure
in accordance with regional needs in order to improve community welfare.

Keywords: Regional financial performance, independence ratio, dependency
ratio, routine expenditure ratio, fiscal space ratio, capital expenditure, and HDI.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan
kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global (TAP. MPR RI
No. IV/IMPR/1999). Hakikat pembangunan Indonesia adalah pembangunan
manusia seutuhnya dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
pedoman, yang dilakukan secara merata sebagai perbaikan kualitas hidup
masyarakat. Dengan demikian, pembangunan manusia diharapkan menjadi
prioritas dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui penyusunan
anggaran alokasi belanja modal untuk keperluan pembangunan manusia (Christy

et al., 2009).

Pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan suatu indeks komposit
yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis
sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga

dimensi dasar yaitu, umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang



layak. Dengan demikian, konsep kesejahteraan dalam IPM telah memasukan
aspek kesehatan, pendidikan, bersama dengan sandang, papan, dan perumahan

menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan (Badrudin, 2012).

Menurut laporan pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh United Nations
Development Programme (UNDP), peringkat IPM Indonesia mengalami
penurunan dari 110 pada tahun 2015 menjadi 118 pada tahun 2016 dari 188
negara yang terdaftar. Penurunan tingkat IPM tersebut tidak terlepas dari
perkembangan pembangunan manusia pada setiap daerah di Indonesia.
Berdasarkan data yang dilaporkan oleh BPS, IPM pada tiap provinsi cenderung
mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017 dengan interval peningkatan yang

belum stabil.

Pulau Sumatera di gadang-gadangkan sebagai penopang ekonomi Indonesia kedua
setelah Pulau Jawa. Namun masih terdapat beberapa kendala untuk mencapai
harapan tersebut salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas
pendidikan yang rendah serta ekonomi yang kurang merata menjadi kendala
dalam meningkatkan kemampuan SDM di Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat
melalui nilai IPM, dimana beberapa Provinsi di Pulau Sumatera memiliki IPM di

bawah angka IPM nasional.

Berdasarkan data yang dikelurakan oleh BPS, nilai IPM tiap provinsi di Pulau
Sumatera cenderung meningkat setiap tahun namun interval perubahannya
cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukan masih adanya

ketidakkonsistenan dalam pemerataan pembangunan manusia.



Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Tahun
2014-2017
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Rata-
2014 | Int* 2015 | Int* | 2016 | Int* | 2017 | Rata

ACEH 68.81 | 0.64 69.45 | 0.55 | 70 0.6 | 70.6 69.72
SUMATERA UTARA 68.87 | 0.64 69.51 | 0.49 | 70 0.57 | 70.57 | 69.74
SUMATERA BARAT 69.36 | 0.62 69.98 | 0.75 | 70.73 | 0.51 | 71.24 | 70.33
RIAU 70.33 | 0.51 70.84 | 0.36 | 71.2 0.59 | 71.79 | 71.04
JAMBI 68.24 | 0.65 68.89 | 0.73 | 69.62 | 0.37 | 69.99 | 69.19
SUMATERA SELATAN 66.75 | 0.71 67.46 | 0.78 | 68.24 | 0.62 | 68.86 | 67.83
BENGKULU 68.06 | 0.53 68.59 | 0.74 | 69.33 | 0.62 | 69.95 | 68.98
LAMPUNG 66.42 | 0.53 66.95 | 0.7 | 67.65 | 0.6 | 68.25 | 67.32
KEP. BANGKA
BELITUNG 68.27 | 0.78 69.05 | 0.5 | 69.55 | 0.44 | 69.99 | 69.22
KEP. RIAU 73.4 0.35 73.75 | 0.24 | 73.99 | 0.46 | 74.45 | 73.90
*Int = Interval

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

IPM tertinggi dari tahun 2014 hingga 2017 di duduki oleh Provinsi Kepulauan
Riau dengan rata-rata IPM sebesar 73.90 dan Provinsi Lampung menjadi Provinsi
terendah dengan rata-rata sebesat 67.32. Hal tersebut merupakan sebuah disparitas
dalam pencapaian IPM karena adanya perbedaan kualitas SDM, serta sarana dan
prasaran baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lain sebagai

indikator IPM (Mirza, 2012).

IPM dibangun melalui indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks
standar hidup layak merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteran masyarakat. Menurut Oates (1993), desentralisasi
fiskal atau penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dinilai akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan

penyediaan barang-barang publik.




Desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan adanya
desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih besar
untuk berinvestasi dan membelanjakan lebih banyak untuk berbagai sektor

produktif (Lin dan Liu, 2000).

Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan pembangunan daerah dilakukan
pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah.
Anggaran belanja daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan kebijakan
pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengalokasian pada masing-
masing jenis belanja didasarkan atas prioritas dalam urusan wajib, yaitu belanja
yang diproritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak. Saat perencanaan pembangunan, IPM dapat digunakan sebagai
tuntunan dalam menentukan prioritas saat merumuskan kebijakan dan

menentukan program (Budiriyanto, 2011).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No.71/2010).

Investasi modal yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan mampu



meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat menunjang peningkatan IPM.
Semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka
pembangunan manusia juga meningkat (Mirza, 2012). Qureshi (2009)
menyatakan bahwa pengeluaran publik untuk pembangunan manusia tidak hanya
memperbaiki pembangunan manusia tetapi juga memperbaiki pertumbuhan
ekonomi. Sebaliknya, pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi hanya akan

meningkatkan perekonomian tanpa memperbaiki pembangunan manusia.

Pengelolaan belanja modal suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah.
Salah satu penyebab kurang optimalnya realisasi belanja modal disuatu daerah
adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang belum optimal. Semakin tinggi
kinerja keuangan daerah maka akan meningkatkan belanja modal yang dapat
digunakan untuk pembangunan daerah (Agus dan Safri, 2016). Kinerja keuangan
merupakan suatu ukuran kinerja yang diukur menggunakan indikator keuangan
(Sularso dan Restianto, 2011). Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur
melalui analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan (Halim, 2007). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah diukur
menggunakan empat indikator yaitu rasio kemandirian daerah, rasio

ketergantungan, rasio belanja modal, dan rasio ruang fiskal.

Rasio ketergantungan yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
dan rasio ruang fiskal yang tinggi memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap belanja modal (Martini dan Dwirandra, 2015). Hal tersebut berbeda
dengan hasil penelitian Praza (2016), yang menyatakan bahwa rasio
ketergantungan, rasio ruang fiskal, dan rasio kemandirian memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja modal. Setiawan dan Budiana (2015) serta



Mirza (2012) menyatakan dalam penelitiannya belanja modal memiliki penggaruh
positif dan signifikan terhadap IPM. Semakin tinggi belanja modal suatu daerah
maka pembangunan manusia akan meningkat. Dengan demikian, dapat
diasumsikan bahwa kinerja keuangan daerah yang tinggi secara langsung dapat

meningkatkan IPM melalui belanja modal.

Selain menggunakan rasio kinerja keuangan, pengukuran kinerja dapat dilakukan
dengan menggunakan opini audit yang terdapat dalam Laporan Hasil Audit
(LHP). Daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan
Pemeriksaan Daerah dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik yang memiliki
ketepatan dalam penyusunan APBD serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya,

sehingga terbebas dari kecurangan didalamnya.

Dari hasil penelitian diatas, penelitian ini dilakukan untuk menguiji kinerja
keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal
sebagai variabel intervening dengan sampel Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.
Alasan peneliti memilih Kabupaten/Kota Se-Sumatera sebagai sampel penelitian
adalah hasil opini audit yang diterima oleh rata-rata daerah di Pulau Sumatera
menunjukan wajar tanpa pengecualian. Opini tersebut menggambarkan bahwa
daerah telah menyusun APBD dengan tepat dan merealisasikannya secara tepat
sasaran sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
(Akbar, 2015). Namun demikian IPM di Pulau Sumatera masih menunjukan nilai
dibawah rata-rata. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan
penelitian yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap
Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel

Intervening” (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera).



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka berikut permasalahan yang

saya ajukan:

1.  Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja
modal ?

2. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan
manusia ?

3. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan secara langsung

terhadap indeks pembangunan manusia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk menguiji:

1.  Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal

2. Pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia

3. Pengaruh langsung kinerja keuangan daerah terhadap indeks pembangunan

manusia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini memberikan kontibusi bagi pengembangan akuntansi di bidang
sektor publik dimana kinerja pemerintah daerah secara tidak langsung dapat
mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM,

dengan menggunakan belanja modal sebagai vaiabel yang memoderasi.



1.4.2 Manfaat Praktisi

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemegang kebijakan, khususnya
pemerintah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam
mengalokasikan belanja modal serta mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki
daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan

pembangunan manusia.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dalam Godfrey (2010) menyatakan bahwa teori
keagenan merupakan hubungan kerjasama antara prinsipal dan agen, dimana
prinsipal melimpahkan wewenang kepada agen untuk kepentingan mereka.
Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu: informasi
asimetris (information asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki
lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi
operasi entitas; dan konflik kepentingan (conflict of interest) akibat ketidaksamaan
tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan

pemilik (Meisser et al., 2006).

Eisenhardt (1989) dalam Riswan dan Affandy (2014) menyatakan bahwa teori
keagenan dilandasi oleh tiga asumsi yaitu: a) asumsi manusia yang memiliki sifat
mementingkan diri sendiri (self interest), daya pikir terbatasmengenai persepsi
masa mendatang (bounded rationality), menghindari resiko (risk avers); b)asumsi
organisasi yang meliputi konflik antar pastisipan, efisiensi sebagai kriteria

produktivitas, dan asimetri informasi antara principle dan agen; ¢) asumsi
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informasi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang

dapat diperjual belikan.

Menurut Lane (2000), teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik.
Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan
antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan pemerintah pusat atau masyarakat
yang diwakilkan oleh dewan perwakilan rakyat (legislatif). Eksekutif bertindak
sebagai agent yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan legislatif sebagai
prinsipal. Prinsipal memiliki hak untuk pendelegasian wewenang kepada agent
serta berkewajiban untuk memberikan sumber daya kepada agent. Sedangkan
agent diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjwabanan terhadap prinsipal. Laporan keuangan tersebut kemudian

digunakan untuk menilai bagaimana kinerja agent dalam menjalankan tugasnya.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah
indeks yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk dapat mengakses
hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan
lain sebagainya. IPM dibentuk melalui tiga dimensi, yaitu umur panjang dan
sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Masing-masing dimensi tersebut

direpresentasikan oleh suatu indikator.

2.1.2.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Terdapat tiga komponen yang digunakan untuk membentuk indeks pembangunan

manusia menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:
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a. Indeks Kesehatan
Indeks kesehatan merupakan indeks yang terdiri dari angka harapan hidup saat
lahir (AHH), yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh
seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui
pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan

adalah data Anak Lahir Hidup (ALH) dan data Anak Masih Hidup (AMH).

b. Indeks Pendidikan
Terdapat dua indikator yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan,
yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
Harapan lama sekolah adalah perhitungan lamanya jumlah waktu sekolah
(dalam tahun) yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa
mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke
atas. Indikator harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukan dalam
lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap
anak. Sesuai dengan standar dari UNDP harapan lama sekolah memiliki batas

maksimum 18 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun
yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani
pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua
batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama
sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0
tahun. Kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks

pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.
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c. Indeks Pengeluaran
Indeks pengeluran digunakan untuk mengukur kualitas hidup layak. Standar
hidup layak adalah tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk
sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar
hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang
disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak
menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan

paritas daya beli (purcashing power parity).

Nilai IPM menunjukan seberapa besar tingkat keberhasilan pembangunan
manusia disuatu wilayah atau negara. IPM dapat digunakan menjadi salah satu
tolak ukur apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang
ataupun negara terbelakang. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengukur
pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat suatu negara.

2.1.2.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki

manfaat sebagai berikut:

a. Indikator penting yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam
meningkatkan kualitas hidup manusia

b. Sebagai penentu level atau peringkat pembangunan dalam suatu
wilayah/negara

c. Sebagai alat ukur kinerja pemerintah dan alat bantu dalam menentukan

pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU)
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2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting
dalam meningkatkan pelayanan publik yang mencerminkan kebutuhan masyarakat
dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran
yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun daerah akan disesuaikan dengan
tujuan yang untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri No.21

Tahun 2011).

Menurut Yuwono et al. (2005) dalam Permatasari dan Titik (2016), APBD
meliputi (1) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih; (2) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih; (3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Hak dan kewajiban pemerintah
daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan
dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang
dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah tersebut harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel,

tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah

pengeluaran anggaran untuk perolehan asettetap dan aset lainnya yang memberi



14

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain
belanja modal untuk perolehan tanah, gedungdan bangunan, peralatan, aset tak
berwujud. Belanja modal daerah merupakan investasi daerah dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mengelola
belanja modal ini pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas,
efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator belanja modal
dapat diukur melalui: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung

dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jarangan, dan belanja aset lainnya.

2.1.5 Kinerja Kuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk menjalankan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan
pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja
keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari
suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi peneriman dan belanja
daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu
kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis

rasio keuangan terhadap APBD (Halim, 2007).

Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari
satu periode dengan periode sebelumnya. Selain itu dapat pula dilakukan dengan
cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan
rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama

untuk dilihat bagaimana posisis keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap
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pemerintah daerah lainnya. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja keuangan daerah adalah sebegai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan
yang diperlukan daerah, yang ditunjukan oleh besarnya pendapatan asli daerah
terhadap pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin besar nilai
rasio kemandirian suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah
dalam membiayai kegiatannya sendiri. Menurut Permendagri No.65 tahun 2007,
rumus yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian daerah adalah sebagai

berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian = X 100%

Dana Perimbangan+Pinjaman Daerah

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam
membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan dan
Kenneth Blanchard dalam Halim (2004) menyatakan bahwa terdapat empat
macam pola hubungan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah:
a. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif menunjukan bahwa peranan pemerintah pusat lebih
dominan daripada kemandirian pemerintah daerah karena daerah tidak mampu

melaksanakan otonomi daerah.
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b. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif menunjukan bahwa campur tangan pemerintah pusat
sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu
melaksanakan otonomi daerah.

c. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif menunjukan peranan pemerintah pusat semakin
berkurang karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati
mampu melaksanakan urusan otonomi.

d. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif menunjukan campur tangan pemerintah pusat sudah tidak
ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan

urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari

sisi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah sekali 0-25 Instruktif
Rendah 25-50 Konsultatif
Sedang 50-75 Partisipatif
Tinggi 75-100 Delegatif

Sumber: Halim, 2004

2. Rasio Ketergantungan
Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan
pihak eksternal yang dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer

dengan pendapatan daerah. Semakin besar nilai rasio, maka semakin besar juga
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tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Direktorat
Jendral Perimbangan Keuangan (2014), rasio ketergantungan dapat dihitung

menggunakan rumus sebagai berikut:

Pendapatan Transfer

Rasio Ketergantungan = X 100%

Total Pendapatan Daerah

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penliaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00 Sangat Rendah
10,01-20,00 Rendah
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Tinggi

>50,00 Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

3. Rasio Belanja Rutin

Rasio belanja rutin menggambarkan bagaimana peran pemerintahan daerah dalam
mengalokasikan dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara
optimal. Rasio belanja rutin diukur dengan membandingkan antara total belanja
rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan total belanja daerah.
Menurut Mahmudi (2010), rasio belanja rutin terhadap APBD dapat dihitung

menggunakan rumus sebagai berikut:

Total Belanja Rutin

Rasio belanja rutin terhadap APBD = X 100%

Total Belanja Daerah
4. Rasio Ruang Fiskal
Rasio ruang fiskal menggambarkan seberapa besar pendapatan yang masih bebas

digunakan oleh daerah untuk mendanai kebutuhannya (DJPK, 2011). Ruang fiskal
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diukur melalui pendapatan daerah dikurangi dana alokas khusus, dana otonomi
khusus, dana darurat, pendapatan hibah, belanja pegawai, dan belanja bunga.
Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin
fleksibel pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-
kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Menurut Direktorat Jendral Perimbangan

Keuangan (2011), rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

: : iskal
Rasio ruang fiskal = Rudng Flska X 100%

Total Pendapatan

Ruang fiskal = Pendapatan — Dana Alokasi Umum — Dana Alokasi Khusus —

Pendapatan hibah — Belanja Pegawai — Belanja Bunga

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu
No | Peneliti Variabel Penelitian | Metode Analisis | Hasil Penelitian
1 | Kadek Independen: Rasio | Analisis data Rasio
Martini, ketergantungan,rasio | menggunakan ketergantungan,
A.AN.B. efektivitasPAD, analisis regresi rasio efisiensi dan
Dwirandra tingkat pembiayaan | linier berganda rasio tingkat
(2015) fiskal, rasio ruang pembiayaan SiLPA
fiskal, rasio berpengaruh negatif
efisiensi, rasio dan signifikan pada
kontribusi BUMD alokasi belanja
Dependen: belanja modal, rasio
modal efektivitas PAD dan
rasio kontribusi
BUMD
berpengaruh positif
namun tidak
signifikan pada
alokasi belanja
modal, dan rasio
ruang fiskal
berpengaruh positif
dan signifikan pada
alokasi belanja
modal
2 | Lufki Laila Independen: Rasio Analisis data Efektifitas
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Nurhidayati, kemandirian daerah, | menggunakan keuangan
Rizal Yaya rasio efektivitas analisis regresi daerah dan DAK
(2013) keuangan daerah, linier berganda berpengaruh positif
rasio untuk melihat terhadap proporsi
efisiensi keuangan pengaruh belanja modal untuk
daerah, SiLPA, pendapatan pelayanan publik.
DAU, DAK berupa Kemandirian daerah
Dependen: Proporsi | kemandirian dan DAU
Belanja Modal daerah terhadap berpengaruh negatif
pengeluaran namun signifikan
pemerintah yang | terhadap proporsi
berupa belanja belanja modal untuk
modal pelayanan publik.
Dan rasio efisiensi
keuangan daerah
dan
SiLPA tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
proporsi belanja
modal untuk
pelayanan publik
Denni Sulistio | Independen: Analisis data Kemiskinan
Mirza (2012) | Kemiskinan, menggunakan berpengaruh negatif
pertumbuhan eko- analisis regresi dan signifikan
nomi, dan belanja data panel terhadap IPM yang
modal berarti kemiskinan
Dependen: IPM yang semakin
menurun maka IPM
semakin meningkat.
Pertumbuhan
ekonomi dan
belanja modal
berpengaruh positif
dan signifikan ter-
hadap IPM yang
berarti pertumbuhan
ekonomi yang
semakin tinggi dan
pengeluaran belanja
modal yang
semakin tinggi
maka akan
meningkatkan IPM
Ida Ayu Independen: PAD Analisi data PAD dan belanja
CandraYunita | dan Belanja Modal | menggunakan modal berpengaruh
Sari, Ni Luh Dependen: IPM analisis regresi positif secara
Supadmi berganda signifikan terhadap
(2016) IPM
Gusi Bagus Independen: BM Analisis data belanja modal
Kompiang Dependen: IPM menggunkan memiliki pengaruh
Putra Intervening: analisis jalur. positif dan
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Setiawan, Perumbuhan Analisis jalur signifikan terhadap
Dewa ekonomi dikembangkan pertumbuhan
Nyoman sebagai metode ekonomi,
Budiana untuk pertumbuhan
(2015) mempelajari ekonomi
pengaruh secara berpengaruh positif
langsung dan dan signifikan
tidak langsung terhadap IPM,
dari variabel belanja modal
bebasterhadap berpengaruh positif
variabel terikat. dan signifikan
terhadap IPM, dan
belanja modal
berpengaruh positif
dan signifikan
secara tidak
langsung terhadap
indeks
pembangunan
manusia melalui
mediasi
pertumbuhan
ekonomi
Elliya Agus, Independen: Analisis data Kemampuan DOF
Muhammad Desentralisasi menggunakan dinyatakan rendah

Safri (2016)

Otonomi Fiskal
(DOF), efektifitas
keuangan daerah,
efisiensi keuangan
daerah

Dependen: Belanja
Modal

pengujian regresi
linier berganda
semilog untuk
menguji pengaruh
antara dua atau
lebih

variabel dimana
hanya salah satu
variabel (Y atau
X) yang
ditransformasi
secara logaritma.

sekali, efektifitas
keuangan
kategorikan efektif
dan sangat efektif.
Tingkat efisiensi
keuangan dari sisi
efisiensi PAD
sangat efisien.
Rasio DOF,
Efektivitaas
keuangan daerah,
dan efisiensi
keuangan daerah
berpengaruh
terhadap belanja
modal.

Mochamad
Fajar Hidayat
(2013)

Independen: Tingkat
ketergantungan,
efektifitas PAD,
tingkat pembiayaan
SiLPA, dan rasio
ruang fiskal
Dependen: Belanja
modal yang berupa
anggaran

Analisis data
menggunakan
pengujian regresi
data panel dengan
pendekatan
Random Effect
Model (REM)

Tingkat
ketergantungan
tahun lalu
berpengaruh
signifikan dengan
arah hubungan
negatif terhadap
belanja modal,
sedangkan
efektifitas PAD
tahun lalu, tingkat
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pembiayaan SiLPA
tahun lalu, dan rasio
ruang fiskal tahun
lalu berpengaruh
signifikan dengan
arah hubungan

Dependen: IPM
Intervening: PABM

menggunakan dua
tahap regresi,
yang pertama
menguji variabel
independen
terhadap variabel
intervening dan
tahap kedua
menguji variabel
intervening
terhadap variabel
dependen

positif terhadap
belanja modal
8 | Lilis Setyowati, | Independen: Analisis data Pertumbuhan
Yohana Kus Pertumbuhan menggunakan ekonomi tidak
Suparwati ekonomi, DAU, pengujian regresi | berpengaruh positif
(2012) DAK, dan PAD dengan terhadap IPM

melalui PABM,
sedangkan DAU,
DAK, dan PAD
berpengaruh positif
terhadap IPM
melalui PABM

Sumber:Martini dan Dwirandra (2015), Nurhidayati dan Yaya (2013), Mirza (2012), Sari dan

Supadmi (2016), dkk.

2.3  Pengembangan Hipotesis

BPS menyatakan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari

pembangunan, bukan alat pembangunan. Salah satu tolak ukur yang dapat

digunakan untuk mengukur kualitas manusia adalah Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Pemerintah mengeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal dengan

tujuan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan belanja modal untuk

meningkatkan pembangunan daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk

menganalisis apakah suatu daerah telah mengalokasikan belanja modal dengan

benar adalah melalui analisis kinerja keuangan daerah.
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Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan terhadap
APBD vyang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Beberapa rasio
yang dapat digunakan antara lain rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio
belanja rutin, dan rasio ruang fiskal. Agus dan Safri (2016) menyatakan dalam
penelitiannya bahwa semakin tinggi Kinerja keuangan daerah maka akan
meningkatkan belanja modal. Semakin tinggi pengeluaran belanja modal yang
dialokasikan untuk membangun fasilitas publik suatu daerah maka pembangunan
manusia akan meningkat (Setiawan dan Budiana, 2015). Dengan demikian, dapat
diasumsikan bahwa kinerja keuangan daerah yang tinggi mampu meningkatkan
belanja modal daerahsehingga dapat meningkatkan IPM suatu daerah.

Berdasarkan asumsi diatas, maka berikut framewok model penelitian ini:

Belanja Modal

()
H1 H2
Rasio Kemandirian (X1) Indeks
Rasio Ketergantungan (X2) Pembangunan
Rasio BR (X3) H3 - Manusia
Rasio Ruang Fiskal (X4) Y)

Gambar 2.1 Model Penelitian.

2.3.1 Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan
pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, pengukuran
kinerja keuangan suatu daerah dilakukan menggunakan rasio kemandirian, rasio

ketergantungan, rasio belanja rutin, dan rasio ruang fiskal. Tingginya rasio
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kemandirian, rasio belanja rutin dan rasio efisiensi menggambarkan Kinerja
keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Sebaliknya semakin tinggi rasio
ketergantungan suatu daerah, maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintah

daerah.

2.3.1.1 Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal

Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar
kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya secara mandiri. Sehingga dapat
dikatakan bahwa rasio kemandirian dapat menunjukan seberapa besar sumber
daya daerah mampu memenuhi kebutuhan daerah tanpa bergantung dengan pihak
eksternal. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa kemandirian setiap daerah
berbeda, sesuai dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk melaksanakan
kegiatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka pemerintah daerah
memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengalokasikan dana untuk
membangun daerah melalui belanja modal sehingga belanja modal daerah
meningkat. Ardhini (2011) menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah
berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian tersebut menunjukan

bahwa rasio kemandirian yang tinggi mampu meningkatkan belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

Hla: Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.1.2 Rasio Ketergantungan terhadap Belanja Modal
Rasio ketergantungan daerah menggambarkan seberapa besar tingkat

ketergantungan daerah dalam pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
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Semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah maka semakin tinggi tingkat
ketergantungan daerah terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Sebaliknya,
semakin rendah tingkat ketergantungan daerah maka semakin rendah juga tingkat
ketergantungan daerah terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Dengan
ketergantungan yang semakin rendah menggambarkan bahwa daerah mampu
membiayai kegiatan daerah secara mandiri sehingga mampu mendukung
pembangunan daerah dengan meningkatkan pengeluaran belanja modal. Kinerja
keuangan daerah yang baik ialah memiliki tingkat ketergantungan serendah
mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber daya utama yang harus didukung
oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim, 2007). Martini
dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa semakin rendah nilai rasio

ketergantungan suatu daerah, maka belanja modal semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

H1b:Rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal

2.2.1.3 Rasio Belanja rutin terhadap Belanja Modal

Rasio belanja rutin daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam
mengalokasikan belanja daerah lebih besar untuk belanja modal atau belanja rutin
daerah. Daerah yang memiliki nilai rasio belanja rutin yang rendah menunjukan
bahwa daerah lebih besar mengalokasikan dananya untuk pengeluaran belanja
modal daripada untuk pengeluaran belanja rutin. Sebaliknya, daerah yang
memiliki nilai rasio yang tinggi menunjukan bahwa daerah lebih besar
mengalokasikan dananya untuk pengeluaran belanja rutin daripada untuk belanja

modal. Susanti dan Saftiana (2009) menyatakan semakin rendah dana yang
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dialokasikan untuk belanja rutin, maka belanja modal yang digunakan untuk

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

H1c: Rasio belanja rutin berpengaruh negatif terhadap belanja modal

2.3.1.4 Rasio Ruang Fiskal terhadap Belanja Modal

Rasio ruang fiskal menggambarkan seberapa besar pendapatan daerah yang dapat
digunakan untuk membiayai kebutuhannya setelah dikurangi dana alokas khusus,
dana otonomi khusus, dana darurat, pendapatan hibah, belanja pegawai, dan
belanja bunga. Semakin tinggi nilai rasio ruang fiskal maka pemerintah semakin
fleksibel dalam mengalokasikan pendapatan bebasnya untuk pengeluaran yang
menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan daerah. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa rasio ruang fiskal yang tinggi mampu meningkatkan belanja
modal. Hasil penelitian Hidayat (2013) menyatakan bahwa rasio ruang fiskal

berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

H1d: Rasio ruang fiskal berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Halim (2002) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah
yang akan menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja modal merupakan salah
satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan

kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakatdengan
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menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan
masyarakat ialah melalui IPM (BPS, 2017). Dengan demikian, peran pemerintah
dalam mengalokasikan dananya dalam bentuk belanja modaldapat berpengaruh
terhadap IPM. Mirza (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa belanja
modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Keterkaitan antara
belanja modal dengan IPM sangat erat dimana kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran
bahwa pendidikantidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk
dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu
upaya pembangunan watak bangsa (national character building) seperti kejujuran,
keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Kusreni dan Suhab (2009) yang menyatakan bahwa alokasi belanja
modal berhubungan positif dan bepengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat. Begitu juga dengan penelitian Ishak (2016) menyatakan bahwa

belanja modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM

2.3.3 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
melalui Belanja Modal

Salah satu indikator yang dapat diijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan

pemerintah dalam menjalankan tugasnya adalah melalui pengukuran kinerja

keuangan daerah. Kinerja kuangan daerah dapat diukur melalui beberapa rasio,
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diantaranya ialah rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio belanja rutin, dan
rasio desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan
salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada
penyediaan layanan publik. Layanan publik yang baik diharapkan dapat
meningkatkan aspek kehidupan masyarakat yang dapat digambarkan melalui
Indeks Pembangunan Manusia (Sutaryo dan Anggraini, 2015). Harliyani dan
Haryadi (2016) mengatakan bahwa rendahnya kapasitas dan kemampuan
pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan efek negatif yaitu
rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan

IPM.

2.3.3.1 Rasio Kemandirian terhadap IPM melalui Belanja Modal

Rasio kemandirian yang diukur dengan membandingkan PAD dengan dana
perimbangan dan pinjaman daerah menggambarkan seberapa mandiri daerah
dalam mendanai kegiatannya. Semakin mandiri suatu daerah maka semakin besar
keleluasaan pemerintah dalam membelanjakan PAD untuk membangun daerah
dengan menyediakan dan meningkatkan fasilitas masyarakat dalam berbagai
bidang melalui pengeluaran belanja modal sehingga mampu meningkatkan

kualitas masyarakat (Riswan dan Affandi, 2014).

Amalia dan Purbadharmaja (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan yang
diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap IPM. Setyowati dan Suparwati (2012) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja
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modal. Hal ini menunjukan bahwa daerah yang memiliki PAD lebih besar mampu

meningkatkan kualitas masyarakat melalui belanja modal daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:
H3a: Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja

modal

2.3.3.2 Rasio Ketergantungan terhadap IPM melalui Belanja Modal

Rasio ketergantungan menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pembiayaan pemerintah pusat (DJPK, 2014).
Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan daerah menunjukan bahwa pemerintah
daerah sangat bergantung pada pembiayaan yang diberikan oleh pusat dan
sebaliknya. Hidayat (2013) menyatakan bahwa rasio ketergantungan yang rendah
dapat meningkatkan belanja modal. Dengan demikian daerah yang memiliki
tingkat ketergantungan terendah dinilai mampu membiayai pembangunan daerah
secara mandiri. Belanja modal yang tinggi mampu meningkatkan IPM suatu

daerah (Sari dan Supadmi, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:
H3b: Rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap IPM melalui belanja

modal

2.3.3.3 Rasio Belanja rutin terhadap IPM melalui Belanja Modal
Rasio belanja rutin menggambarkan seberapa besar belanja daerah dialokasikan

untuk belanja rutin. Semakin besar rasio belanja rutin daerah, maka semakin
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rendah belanja modalnya. Sebaliknya, semakin rendah rasio belanja rutin daerah,
maka belanja modal semakin meningkat. Mirza (2012) menyatakan bahwa belanja
modal berpengaruh positif terhadap IPM. Semakin tinggi alokasi pengeluaran
belanja rutin, maka pengeluaran untuk belanja modal untuk pembangunan
manusia semakin rendah (Halim, 2012). Penekanan pengeluaran untuk belanja
rutin diharapkan mampu meningkatkan pengeluaran belanja modal untuk

meningkatkan pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:
H3c: Rasio belanja rutin berpengaruh negatif terhadap IPM melalui belanja

modal

2.3.3.4 Rasio Ruang Fiskal terhadap IPM melalui Belanja Modal

Rasio ruang fiskal menggambarkan seberapa besar pendapatan bebas daerah yang
dapat digunakan untuk membiayai kegiatannya. Semakin besar pendapatan bebas
yang dimiliki maka pemerintah daerah dapat semakin fleksibel dalam memenuhi
kebutuhan yang menjadi prioritas utama daerah, seperti pembangunan daerah.
Sandri dkk., (2016) menyatakan bahwa alokasi belanja modal mampu
meningkatkan rasio ruang fiskal terhadap IPM. Belanja modal yang tinggi mampu

meningkatkan IPM secara signifikan (Zasriati, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

H3d: Rasio ruang fiskal berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja modal



BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1  Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau

Sumatera. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah menggunakan

puposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang menerbitkan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2014-2016

b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang memiliki nilai Indeks
Pembangunan Manusia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dari

tahun 2014-2016

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder yang diperoleh berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang
diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) serta data

indeks pembangunan manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
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3.3  Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan
dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014). Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode dokumentasi, dimana peneliti memperoleh informasi

dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan.

3.4  Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dijadikan sebagai variabel dependen. IPM

diukur melalui perhitungan tiga komponen, yaitu indeks kesehatan, indeks

pendidikan, dan indeks pengeluaran.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah:
IPM=3VI1+12+13

Sedangkan untuk menghitung indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks

pengeluaran dapat digunakan rumus sebagai berikut:

= AHH—AHHpin
" AHHypygx— AHHpin

HLS—HLSmin
HLSmax—HLSmin

_IHLS+IRLS

12 , dimana IHLS =

RLS—RLSmin
RLSmax—RLSmin

IRLS =

Pengeluaran—Pengeluaranmin

Pengeluaranyqa,— Pengeluaranin
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Keterangan:
IPM = Indeks Pembangunan Manusia
I1 = Indeks Kesehatan
12 = Indeks Pendidikan
I3 = Indeks Pengeluaran
AAH = Angka Harapan Hidup
IHLS = Indeks Harapan Sekolah

IRLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

3.4.2 Variabel Independen

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya
variabel dependen disebut sebagai variabel independen (Sugiyono, 2014).
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah
daerah yang diukur melalui rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan

keuangan daerah, rasio belanja rutin, dan rasio ruang fiskal.

3.4.2.1 Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan
yang diperlukan daerah, yang ditunjukan oleh besarnya pendapatan asli daerah
terhadap pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Rumus yang
digunakan untuk mengukur rasio kemandirian daerah adalah sebagai berikut

(Permendagri 65/2007):

Pendapatan Asli Daerah

X 100%

Rasio Kemandirian = , —
Dana Perimbangan+Pinjaman Daerah
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3.4.2.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan
pihak eksternal yang dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer
dengan pendapatan daerah. Rasio ketergantungan dapat dihitung menggunakan

rumus sebagai berikut (DJPK, 2014):

Pendapatan Transfer

Rasio Ketergantungan = X 100%

Total Pendapatan Daerah

3.4.2.3 Rasio Belanja Rutin
Rasio belanja rutin menggambarkan bagaimana peran pemerintahan daerah dalam
mengalokasikan dananya pada belanja rutin. Rasio belanja rutin dapat diukur

dengan rumus berikut (Mahmudi,2010):

Total Belanja Rutin
Total APBD

Rasio Belanja Rutin = X 100%

3.4.2.4 Rasio Ruang Fiskal
Menurut DJPK (2011), rasio ruang fiskal menggambarkan seberapa besar
pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai

kebutuhannya. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Ruang Fiskal X 100%

Rasio ruang fiskal =
Total Pendapatan

Ruang fiskal = Pendapatan — DAU — DOK — Pendapatan hibah — Belanja Pegawai

— Belanja Bunga

3.4.3 Variabel Intervening
Variabel intervening adalah variabel antara yang berfungsi untuk memediasi
hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini, belanja modal dijadikan sebagai variabel intervening.



34

Belanja modal dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapaan dan belanja

daerah pada bagian belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik.

3.5  Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik
deskriptif dan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini analisis data yang

diperoleh akan diolah menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 22.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan salah satu teknik analasis data penelitian
kuantitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul
tanpa melakukan generalisasi. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran
atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi,

varian, maksimum, minimum, sum, dan range (Ghozali, 2016).

3.5.2 Analisis Regresi dan Jalur Path

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat
analisis jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis
regresi linier berganda (Ghozali, 2016). Pengujian dalam penelitian ini dilakukan
dengan dua tahap. Tahap pertama menguji variabel independen terhadap variabel
intervening. Tahap kedua menguji variabel independen terhadap variabel

dependen melalui variabel intervening. Sehingga terdapat dua persamaan, yaitu:

BM = o + B1RK + BzRKet + BsRKB + B4sRRF + &
IPM = 0. + B1RK + B,RKet + BsRKB + B4sRRF + BsBM + &,

Keterangan:

BM = Belanja Modal



IPM = Indeks Pembangunan Manusia

o = Konstanta
B = Koefisien regresi
€ = Standar error

RK = Rasio Kemandirian
RKet = Rasio Ketergantungan
RKB = Rasio Belanja Rutin

RRF = Rasio Ruang Fiskal
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Menurut Ghozali (2016) pengaruh tidak langsung kinerja keuangan terhadap IPM

melalui belanja modal dihitung dengan mengalikan nilai koefisien pengaruh
kinerja keuangan terhadap belanja modal (P1) dengan pengaruh belanja modal

terhadap IPM (P2). Sedangkan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak

langsung penelitian ini menggunakan Uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan cara

menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel

dependen melalui variabel intervening. Rumus untuk menguji signifikansi tidak

langsung ialah dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika t

hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh mediasi

(Ghozali, 2016).

Berikut rumus untuk mencari t hitung:

ab

t hitung = Vb2sa?+a2sb2+sa?sh?

Keterangan:

a = koefisien variabel independen terhadap variabel intervening
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b = koefisien variabel intervening terhadap variabel dependen
sa = standar error a

sb = standar error b

3.5.3 Analisis Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan pengalaman
empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n>30)
dapat diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2016).
Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau

tidak, sebaiknya dilakukan uji normalitas.

Menurut Ghozali (2016), salah satu cara yang dapat digunakan uuntuk mengetahui

apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui grafik

normal probability plots. Pengujian ini dilakukan dengan melihat titik-titik

penyebaran data terhadap diagonal pada grafik dengan kriteria pengambilan

keputusan sebagai berikut:

1.  Apabila data menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka dapat
disimpulkan bahwa data menunjukan pola distribusi normal

2.  Apabila data menyebar dan cenderung menjauhi garis diagonal atau tidak
mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak

menunjukan pola distribusi normal
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel bebas pada
model regresi saling berkolerasi (Ghozali,2016). Dengan menggunakan beberapa
variabel, maka variabel bebas berpeluang untuk berkolerasi kuat
(multikolinieritas), sehingga dapat mempengaruhi ketepatan model regresi yang
akan diuji. Dalam penelitian ini, multikolonieritas dapat dideteksi dengan
menggunakan model Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance dengan
kriteria sebagai berikut:
1.  Apabilatolerance value > 0.1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel bebas pada model regresi
2. Apabilatolerance value < 0.1 dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa

terjadi gejala multikolinieritas antar variabel bebas pada model regresi

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wiyono (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah
dalammodel regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatanlainnya. Dasar penetuan adanya heterokedastisitas model regresi
dilihat melalui grafik scatterplot pada SPSS. Jika terdapat pola tertentu, seperti
titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan
telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak terdapat pola yang jelas serta
titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.
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3.5.3.4 Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang ebbas
dari autokolerasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada
atau tidaknya autokolerasi adalah dengan menggunakan Run Test. Run test
merupakan bagian dari statistik non-parametik yang digunakan untuk menguji

apakah antar residual terdapat kolerasi yang tinggi.

Kriteria pengambilan keputusan padaRun Test adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil Run Test menunjukan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka
dapat disimpulkan bahwa terjadi autokolerasi

2. Jika hasil uji Run Test menunjukan nilai signifikan lebih besar dari 0,05

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi

3.5.4 Uji Hipotesis
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi(R?) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel
independendapat menjelaskan pergerakan variabel dependen dalam persamaaan
atau modelyang akan diteliti. R? atauadjusted Rmemiliki nilai antara 0-1,
semakin mendekati nilai satu maka pengaruh yang dihasilkansemakin kuat,
sedangkan semakin mendekati O berarti pengaruh variabel bebas terhadapvariabel
terikat semakin lemah. Bila terdapat nilai adjusted R? bernilai negatif, maka

dianggap bernilai nol (Ghozali, 2016).
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3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi untuk memprediksi
variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi
(o) sebesar 5% persen atau 0.05. Jika nilai signifikan uji F < 0,05, maka model
yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis
berikutnya. Namun jika nilai signifikan uji F > 0.05, maka model yang digunakan
dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan untuk analisis
berikutnya. Uji F juga digunakan untuk menguji apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali,

2016).

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh

terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat level

of significan o= 5% yaitu sebagai berikut:

1. Bila probabilitas < 0,05 artinya variabel independen berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen.

2. Bila probabilitas > 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diukur

melalui rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio belanja rutin, dan rasio

ruang fiskal terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal pada

145 kabupaten/kota di Pulau Sumatera selama tahun 2014-2016. Berdasarkan

hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja keuangan yang diukur melalui beberapa rasio memiliki pengaruh
terhadap belanja modal. Rasio kemandirian berpengaruh negatif signifikan
terhadap belanja modal. Rasio ketergantungan berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap belanja modal. Rasio belanja rutin berpengaruh positif
signifikan terhadap belanja modal. Rasio ruang fiskal berpengaruh positif
signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah
daerah kabupaten/kota Sumatera memiliki kinerja keuangan yang belum
maksimal sehingga belum mampu meningkatkan belanja modal daerah.

2. Kinerja kuangan yang diukur melalui beberapa rasio memiliki pengaruh
terhadap IPM melalui belanja modal. Rasio kemandirian berpengaruh negatif
terhadap IPM melalui belanja modal. Rasio ketergantungan berpengaruh

positif terhadap IPM melalui belanja modal. Rasio belanja rutin berpengaruh
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positif terhadap IPM melalui belanja modal. Dan rasio ruang fiskal
berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja modal. Hal ini menunjukan
bahwa pemerintah kabupaten/kota Sumatera belum mampu memaksimalkan
kinerja keuangannya sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan daerah yang diukur melalui IPM.

Variabel intervening berupa belanja modal dalam penelitian ini belum mampu

memediasi pengaruh Kinerja keuangan daerah terhadap IPM.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan dalam
penelitian ini hanya menggunakan empat rasio, yaitu rasio kemandirian, rasio
ketergantungan, rasio belanja rutin, dan rasio ruang fiskal sehingga hasil
validitas masih rendah.

Data belanja modal yang digunakan dalam penelitian ini hanya data belanja
modal secara keseluruhan dan tidak berdasarkan pembagian tiap jenis belanja
modal

Penelitian ini hanya berfokus pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera,
sehingga masih belum mampu digeneralisasikan dan belum mampu

menggambarkan kondisi kabupaten/kota di Indonesia secara keseluruhan.
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5.3 Saran

Pada penelitian selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan,

diantaranya ialah :

1. Penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan atau mengganti
rasio pengukuran kinerja keuangan daerah seperti rasio efektivitas dan
efissiensi PAD, rasio desentralisasi, dan lain sebagainya sehingga mampu
meningkatkan validitas peneletian.

2. Penelitian yang akan datang disarankan untuk mengganti variabel intervening
seperti perkembangan ekonomi dan lain sebagainya.

3. Penelitian yang akan datang untuk menambah atau mengganti sampel
penelitian sehingga mampu menggambarkan kondisi kinerja keuangan

kabupaten/kota di Indonesia secara general.
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